
WALIKOTA SURAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR : 11 TAHUN 2010 

TENTAIVG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SLIRAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2009 

TENTANG PENJAMRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

tahun 2010 telah dialokasikan anggaran pada beberapa 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Komisi Pemilihan Umum, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum, TNI dan POLRI; 

b. bahwa alokasi anggaran dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan 

Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a masih mengalami kekurangan 

sehingga perlu mendapatkan penam ba han alokasi 

anggaran dengan menggunakan Anggaran Belanja Tidak 

Terduga; 



c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam IVegeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 

Perr~ilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

penyesuaian anggaran mendahului Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara mengubah 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

berkenaan; 

d. ba hwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010; 

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Repu bli k 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2 .  Llndang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republ'ik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 



3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688); 

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang - Undang Nomor 1 Tah1.m 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 



9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangi~nan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahi~n 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republi k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daera h (Lembaran Negara Repu bli k Indonesia Ta hun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pernerintahan Daerah (Lerr~baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta hun 2007 IVomor 59, Tamba han Lem baran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4721); 

13. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 



14. Undang - Undang IVomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daera h dan Retri busi Daerah (Lembaran Negara Repu bli k 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republi k Indonesia Nomor 5049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wa kil Kepala 

Daera h (Lembaran Negara Republi k Indonesia Ta hun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Paja k Daera h (Lembaran Negara Repu bli k Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Rep~~blik Indonesia IVomor 4138); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Baera h (Lembaran Negara Republi k Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republi k Indonesia Nomor 4139); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudu kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Oewan Petwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengang katan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4480); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tarr~bahan Lerr~baran Negara Republik Indonesia NomQr 

4502); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lerr~ baran Negara Republi k Indonesia Nomor 4503); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daera h (Lembaran Negara Repu bli k Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 4574); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tamba han Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamba han Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

27. Peratwran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4593); 

29. Perat-I. ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4624); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tah~~n  2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lerrlbararl Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang - undangan; 

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahi~n 2001 

tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lerr~baran Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 

Seri A Nomor 5); 

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) 

sebagaimana tela h diubah dengan Peraturan Daera h Kota 

Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwa kilan Rakyat Daera h (Lern baran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 

2); 

35. Peratilran Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kota Silra karta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 

2007 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 



37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Keja Perangkat Daerah Kota 

Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Ta hun 2008 

Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta IVomor 9 Tattun 2009 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Sura karta Tahm Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota 

Surakarta Tahun 2009 Nomor 10); 

Memperhatikan : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 279 / 35 / I / 2010 

tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk 

mendukung Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil 

Walikota Surakarta Tahun 2010; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHUIV 2009 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sehingga keseluruhan berbunyi 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan I1 Peraturan Walikota ini. 



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerinta hkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah. 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 11 Jon1 2010 

WALIKOTA SURAKARTA, 

J KO WIDODO \ 
Dii~ndangkan di Surakarta 

pada tanggal I4 junl 2010 
SEKRETARIS AERAH KOTA SURAKARTA, n 

I BUD1 SUHARTO 
Pembina Tk. I 

NI .196403181987111002 

" f q  0 


